
 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR   14   TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 68 TAHUN 2014 

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan dalam upaya 
meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dipandang perlu melakukan 
perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 
Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 
 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 158); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); 

14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 68); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN 
DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 68) diubah sebagai berikut:  

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

(1) Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah: 

 a. efisien yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan 
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang 

telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas 
yang maksimum; 

b. efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan 
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya; 

c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan 
Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh 

masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat; 

 d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus 
dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat 

mengelola pembangunan desa; 

e. gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan 

f. akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan 
dan ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan. 
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(2) Para pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika 
meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan 

keuangan Desa serta patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan, 
  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

  

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

  
        

            Ditetapkan di Martapura 

           pada tanggal 17 Maret 2016 
                             

                       BUPATI BANJAR, 

 

         ttd 

 

                  H. KHALILURRAHMAN 

 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 17 Maret 2016  

30    Januari 2015                               

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 

 

                   ttd 

  

             H. NASRUN SYAH   

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 1409 

 
 

          

 

      

 

 


